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TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
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TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT 

BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang  :  a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan 

Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri 

Sipil sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur 

organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan 
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Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri 

Sipil; 

 

Mengingat  :   1.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

2. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 

dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI 

GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian 

Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai 

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 484), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru 

Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap 

kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat 

pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil 

yang diformulasikan dengan menggunakan angka 

kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka 

kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional 

guru pegawai negeri sipil.  

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap 

yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah 

mendapat persetujuan dari Pemerintah atau 

pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat 

oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai 

guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus 

menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama 

yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau 

pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok 

sebagai guru. 

4. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 

pemerintahan dalam bidang pendidikan dan 

kebudayaan. 

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

6. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 

7. Nomor Unik adalah identitas guru yang dikeluarkan 

oleh Kementerian. 
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8. Kementerian adalah kementerian yang menangani 

urusan pemerintah dalam bidang pendidikan dan 

kebudayaan. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan huruf c 

dihapus,  diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 6 (enam) 

ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat 

(2e), dan ayat (2f), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 

angka kredit untuk pertimbangan pemberian 

kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1). 

(2) Pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan 

Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan 

Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai 

dengan kewenangannya, atas nama Menteri, 

menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan 

jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang 

III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang 

III/c;  

b. Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, 

menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan 

jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang 

III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang 

III/c pada sekolah Indonesia di luar negeri; 

c. Dihapus. 

(2a) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat 

definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan 
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oleh Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2b) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan ayat (2a) berhalangan tetap atau bukan 

pejabat definitif maka penetapan angka kredit 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, atas nama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2c) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, ayat (2a), dan ayat (2b) berhalangan tetap 

atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka 

kredit dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas 

nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2d) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) 

berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka 

penetapan angka kredit dilaksanakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2e) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b berhalangan tetap atau bukan pejabat 

definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan 

oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2f) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan ayat (2e) berhalangan tetap atau bukan 

pejabat definitif maka penetapan angka kredit 

dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

(3) Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama menetapkan angka kredit pemberian 

kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan 

ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan 

ruang III/c pada madrasah. 

(4) Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga 

pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan 

pendidikan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah 

non-kementerian menetapkan angka kredit 
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